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Nomor 19

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tahun 2025
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN
2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perhitungan

pendapatan dan belanja Daerah maka Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Gunungkidul tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7099);

S. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat
Negara terdiri atas:
a. gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
C. tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
€. tambahan penghasilan sebesar:
1. 100% (seratus persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk
Tunjangan Hari Raya; dan
2.75% (tujuh puluh lima persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan
untuk gaji ketiga belas.
(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan umum; dan
f. tambahan penghasilan sebesar:
1. 100% (seratus persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk
Tunjangan Hari Raya; dan



2.75% (tujuh puluh lima persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan
untuk gaji ketiga belas.

(3) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dapat diberikan paling
banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar
tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1
(satu) bulan.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan
keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak
keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai Non Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah paling banyak sebesar
tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada
badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat
jabatan, atau kelas jabatannya setara.

(6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan :

a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan
Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja
yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;

b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari
Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan

c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum
tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

(7) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dihitung
berdasarkan bulan bekerja dengan formula (lamanya bulan bekerja sebagai
PPPK dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji
ketiga belas bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat
Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 19 Tahun 2025
Tanggal 4 Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SRI RAHAYU PRIHATININGSIH, SH. MPA.
Pembina Tk. I, IV/B
NIP. 19720321 199803 2 010
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